
BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NoMoR 33 TAHUN 2OL6

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI ?-AryRAIAN 
TUGAS

BADAN PENANGdUT'AIICAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang i a.r*ffi"ff1"-ftr,i..i*""tffi"x"8:'T;il#'1tffj:H*
organisa*ia""i"i"KerjaBadanPenanggulanganBencana
Daerah Kabupaten KatingJn ii", lebih berdaya guna dan

berhasil guna, maka p"ll" Jit"t"pit"" Peraturan Bupati

Katingan ;;;"; i"s"u potok' Fungsi dan Uraian Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Katingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a diatas' perlu dltetapkan dengan Peraturan

BuPati Katingan;

Mengingat:l.Undang.UndangNomorSTahunlgl4tentangPokok-Pokokf*p.g.*,itt 
-{Lembaran Negara Republik Indonesra

Tahun lg74 Nomor 55' Tailbahan 
. 
Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomo' Silif sebagaimana telah diubah

dengan U"J""g-Undlng Nomor 43 Tahun 1999 tentang

perubahan Atas undang-undang. Nomor I Tahun 1974

tentang poftoa-poftoft t<"ptg"*iittt (Lembaran Negara

Republik i'Jo""*i" Tahun {ggg Nomor !69' Tambahan

Lembara"'ii;**;Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AA2 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan' Kabupaten--leruYln'

rabupaten 
*s*t 

***i*, Kahupaten Lamandau, Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau'-Kabupaten Murung

Raya a.n-*rbupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan

Tengah (Lembaran fV"g*'* n"p"!l]k Indonesia Tahun 2OA2

nomor 18, Tambahan L";t#r, N"g*tt Republik Indonesia

Nomor 418O);

S.Undang-UndangNomorlTTahun200stentangKeuangan
Negara (Lembaia" N"ga'* nlp"Uiift Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan L"*["rL Negara Republik Indonesia

Nomor a286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang

perbendah ,,raar. xegara (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 2AO4 NoLor 5' Tambahan Lembaran

Negara n"p"tfift Indonesia Nomor a355);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang

Perimbangan Keuangan antata Pemerintah Pusat dan

pemerint ah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2AA; 
-No*o' 

L26' Tambahan Lembaran Negara

nePuUf*< Indonesia Nomor aa38\;

6. Undang-Undang Nomor- t2 Tahun 2011 tentang

Pembentrt r" 
- -F" 

raturan Perundan g-U ndan gan' 
-{Le 

mbulT

Negara n"p,Uilft- Indonesia Tahin 2011 Nomor 82''

Tambahan'*l'"*U"'u"ttlegaraRepubliklndonesia
Nomor 523a\;

T.Undang-Und.angNomorSTahun2ol4tentangAparatur
Sipil ru"g*," (Lembaran 

- 
Ntgtt' Republik Indonesia

Tahun 2oii lto*o' 6' Tarribahan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor 5494\;

8. Undang-Undang Nomor . 2g Tahun 2At4 tentang

Pemerintur'Ji^-" Daerah (Gmbaran Negara 
- 
nequbfik

Indonesia t^ft"" 2AM Nomor 244' Tambahan Lembaran

Negara n"p,,Uiift Indonesi" No*"t SdaZl' sebagaimana telah

diubah d";;; 
-u"a""g-Undang 

Nomor- 9 Tahun 2015

tentang p"r,ib'tt^" Kedua "t* 
[lt'aang-Undang Nomor 23

Tahun zor+ t"ntang pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik tnaonesia Tahun 2015 Nomor 58'

Tambaha., Lr*urrrn Negara Republik Indonesia Nomor

5679\;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik r"io*ti* tihun tg-g|' Nomor 22' Tambahan

Lembar an N;;;;[epublik Indone sia Nomor fi a7 \ ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkata"-- ftgt*'i Negeri Sipil dalam Jabatan

Struktural (Lembaran NJgara Rep-ublik Indonesia

Tahun 2000 'No*o' Lg7 ' Tambahan . 
Lembaran Negara

RepubliklndonesiaNomor,4oi8}sebagaimanatelahdiubah
dengan peraturan Pemerintah' Nomor 13 Tahun 2AA2

tentang p"r,J"rrun Atas p"l"irrr"" Pemerintah Nomor 10o

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Struktural(Lembaran-Negara-Reprrbliklndonesia
Tahun2oo2.No*o,s3,timbahanLembaranNegara
RePublik Indonesia Nomor 4194\;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolau.r,-f"t'*t'g*"O*"t*ft(LembaranNegaraRepublik
Indonesia i"t'"" ZIOOS Nomor 140' Tambahan Lembaran

Negara neputtit< Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang

pedoman p"*uirr*.r, dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintah Daerah [,.*u.r"" t("g"r* R_epublik Indonesia

Tahun 26bt Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

nePublik Indonesia Nomor a593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2ACI7 tentang

PembagianurusanPemerintahanantaraPemerintahan,
PemerintahanDaerahpto"i"*i'danPemerintahDaerah
Kabupaten/Kota (f'emU"r"n-N"g''t" Republik trndonesia

Tahun i6'oi Nomor 82' Tambahan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor a737);



14, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOT tentang

Organisa-i P;;;;gk"i 9"31"rt (Lembaran.Negara Republik

Indonesia Tahun" 2AA7 Nomor 89' Tambahan Letnbatan

il;;;; RePublik Indonesia Nomor 47a1\;

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

peraturan p"i"r.u""aan undang-undang Nomor 12 Tahun

2o.r t.rrt^rG ;;;t*"tukai Peraturan Perundang-

Undangan 
*1L*b*tt" 

Negara Republik Indonesia

Tahun 2A74 Nomor 199);

16. Peraturan Daerah Kabupaten -- 
Katingan Nomor 3

Tahun 2008 t""t."S Pembagian y*:31 Pemerintah yang

menjadi Kewenangin pemJrintah Kabupaten Katingan

{Lembaran ;;;t"fr Kabupaten Katingan Tahun 2oo8

Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor I
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah f*Urrp*t"tt Kalngan Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang

org""i"""i J"" Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

pembangu;;- Daerair dan Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten-.Katingan-(LembaranDaerahKabupaten
Katingan Tahun iOfS Nomor 53' Tambahan Lembaran

naerJh Kabupaten Katingan Nomor 24);

18. Peraturan Menteri Daiam Negeri NgTor 56 Tahun 2O1"O

tentang r.*urrr.n Atas Peraluran Menteri Dalam Negeri

Nomor5TTahun2oo7tentangPetunjukTeknisPenataan
Organisasi Perangkat Daerah;

l-9. Peraturan Menteri Dalam Negeri -Ig*ot 80 Tahun 2015

tentang pembentukan prodrik Hukunn Daerah (Berita

Negara n*p"Ofif. Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TUGAS POKOK',

FUNGSI DAN iJNNTNTV TUGAS BADAN PENANGGULANGAN

eENcaNADAERAHKABUPATENKATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

l.PemerintahPusatselanjutnyadisebutPemerintahadalah
presiden R;;;rik rnaonesia yang memegang kekuasaan

PemerintahanNegaraRepubliklndonesiasebagaimana
dimaksud aatam indang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan;

3. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan;



4. Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan urusan

pemerintar,anolehpemerint,na*e'.r'danDewanPerwakiian
RakyatDaerahmenurut',,*otonomiseluas.luasnyadaiam
sistemdanprinsipNeg*r"-KesatuanRepubliklndonesia
sebagaim*rr" ii**r.*ud dilam rl"Ju"g-undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945;

5'PemerintahDaerahadalahBupatidan|erangkatDaerah
sebagai ,r,*,' penyelen ggara pemirintahan daerah'

6. BuPati adalah BuPati Katingan;

7. Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah

;PRb adalah Dewan Perwakilan
vans selanjutnYa disingkat
fu^hu.t Daerah KabuPaten

Katingan;

S.SekretarisDaerahadalahsekertarisDaerahKabupaten
Katingan;

g. B,BD adalah Badan penaggulangan Bencana Daerah
"' 

K;;,rpatan Katingary /

1O. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana

Daerah KabuPaten Katingan;

L1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam

penyeleneg"i;'- pemerintJ;; daerah yang terdiri dari

sekretariat Daerah, s"t r"i*rl"t Dewan Perwakilan Ralryat

Daerah, ni"a" 
-n 

aitah aui*i'*baga Teknis Daerah dalam

iirrgLrp Pemerintah Kabupaten Katingan;

12. Anggaran Pendapatan- dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disebut apgo Laarr, *.r.t , ,""rr"r.t u. keuangan tahunan

pemerintur, b*.r*h dan n"**" Perwakilan Raiqyat Daerah yang

aitetaptcan dengan Peraturan Daerah;

l3.Bencanaadalahperistiwaataurangkaianperistiwayang
mengancam dan menggang+ .I"l't1dyna1 

dan penghidupan

masyarakat yang disebabk*i"u*ii. faktor alam danlatau faktor

rronalammaupunfaktormanusia,kerusakanlingkungan,
kerugian niii'""da dan dampak psikologis;

14. Bencana aiam adalah bencana yalg diakibatkan oleh peristiwa

atau **rarrfra"- p"ti"tiwa non alam yang arrtara lain berupa

gempa bdi, ;uiami, bJtil kekeringan, angin topan dan

tanah longsor;

ls"Bencananonalamadalahbencanayangdiakibatkanoieh
peristiwa *t* rangkaia" p"ri*il*" non alam yang antara lain

berupa g.gui i"rt"iogi' g*gJ ;odernisasi' epidemi' dan wabah

penYakit;

16. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa ;; serangkaian peristiwa -yang 
diakibatkan oleh

manusla ;il *"iipiti t o"nii. sosial antar kelompok atau

antar komunitas masyarakat' dan teror;

L7. Penyelenggaraan penanggulangan bqlgana adalah serangkaian

upaya v"ts *;liplti.ptt'"t*p*tt kebijakan pembanguruan ye.ng

beresiko timbulnya bencana, kegiaian pencegahan bencana,

i""gg"P darurat, dan rehabilitasi;

ls.Kegiatanpencegahanbencanaada]ahserangakaiankegiatan
yangdii"-ilk;untukmengantisipasibencanamaupun
kerentanan pihak yang terancam bencana;



19. Kesiapasiagaan adalah serangkaian kegiatan yang- 11-tI:5""
untuk *"rril"ti*ip""l benclna melalui pengoorganlsaslan

serta meialui-it"Sit"t' yangtepat guna dan berdaya gvna;

20. Mitigasi adalah serangkanan upaya l"!yk mengurangi resiko

bencana, ui[ l.i"r* "p"*u*rdrnan fi sik .llaupun 
penyadaran

dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana;

2l.Tanggapdaruratbencanaadalahserangkaiankegiatanyang
ditakukandengansegerap"a"""".t<eilaianbencanauntuk
menangani dampak buruk 

-y"d;itimLuucan, yang meliputi

kegiatan p"iv"r':*x*" d." t'ift""-i korban' harta benda'

pemenuh** 
"J;"[*rirt .n 

- 
da*ar, perlindungan, pengurusan

pengungsl, penyelamatan' ;;A 'pemuiihan prasarana dan

sararla;

22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek

pelayanan publi[ u"ttt' *uty*tatt*i sampai tingkat yang

memadai pada wilayah pt*"" bt""** dengan sasaran utama

untuk ,ro.riIii**"i "t"r^berjalannya 
secara wajar pada semua

aspek p"*";;;;;; i a'o terridupan masvaratlt pada wilayah

bencana;

23.Rekronstruksiadalahpembangunankembalisemuapfasarana
dan sarana, kelembagaan 

'p"3" 
*ffayah p-asca bencana' baik

pada tingfcai-" pt**tl'tahan maupun masyarakat dengan

sasaran *lLt- t'*u'[- at" berkembangnya kegiatan

perekono*"iil,--=osia1, .dan budaya, tegaknva hukum dan

ketertiban,danbangkitnyap"','-serta'masyarakatdalam
segala '"p"r. 

r."t,idupln u"'**"y"'akat pada wilayah bencana;

Z4.Pengvrrgsiadalahorangataukelompokorallgyangterpaksa
atau dipar<la kJru, J*l;;pat . 

iinggatnva untuk jangka

waktu yang belum p*uii 
"-.U"gX 

"LlUui 
dampak buruk

bencana-

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organsasi BPBD terdiri dari :

1. KePala BPBD;

2. Unsur Pengarah, terdiri dari :

a. Ketua; dan

b' Anggota'

3. Unsur Pelaksana, terdiri dari :

a. KePala Pelaksana;

b' Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Program' Data dan Evaluasi;

2. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan'

c. Bidang Pencegatran d'an Kesiapsiagaan' terdiri atas :

1. Seksi Pencegahan;

2. Seksi KesiaPsiagaan'



f.

mengevaluasi program }ttj* dan melaksanakan tugas

pokok dan fungsi dadan Penanggulangan Bencana Daerah;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Badan serta ."s;;-{;;*- f*,, dengair SKPD/unit kerja lain

yang terkait; dan

menyelenggarakan pelaksanaan tugas p?-kok dan fungsi

Badan serta ,rg"*-i"g"s lain yang dibi**" oleh Bupati

dan tugas-tugai peribantuan yit'g didelegasikan oleh

Pemeriniah Pusat danf atau Provinsi'

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasai 4

UnsurPengarahanPenanggulanganBencanaqempunyaitugas
pokok memberik"" *"*rir.?n din saran kepada Kepala BPBD

dalam Penanggulangan bencana'

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ;;;;"ng#aLan menyelengarakan fungsi :

a. penJrusun konsep pelaksanaan kebijakan penangulangan

L"t,"*ru daerah; dan

b. pemantauan dan pengevaiuasian penyelengaraan

F".t"t ggrrlangan Bencana Daerah'

(3) Untuk melaksariakan fungsi sebagaimana dimaksudkan pada

ayat (2), U;; F;"g""li **pi"y"i uraian tugas sebagai

berikut:
a. menyusun konsep pelaksanakan kebijakan Penanggulangan

Bencana;

b. memantau dan mengindentifikasi daerah/lokasi yang

rentan terkena gempa;

c.memantaudaerahllokasiyangterkenagempa;
d. mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana

daerah; dan

e. menganalisa cara yang efektif d?t efisien dalam

p.td.**r[*,' p*"*gguiangan bencana daerah'

Bagian Ketiga
KePaia Pelaksana

Pasal 5

(1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

mempunyar 
- **"J pokok m-Jmbantu Kepala Badan

melaksanakan ;;?; potot dan fungsi dalam Penanggulangan

Bencana Daerah yang meliputi prabencana' saat tanggap

darurat dan pascablncana secara terintegrasi'

e.

ctb'

(1)

12)



(2)Untukmelaksanakantugaspokok-sebagaimanadimaksud'-' f.a* ayat {1); K;p;la pelakiana-menyelengarakan fungsi :

a. pelaksanaan kegiatan dan program kerja penanggulangan

bencana secara terpadu, adil dan metatz;

b, penetapan target kinerja Penanggulangail' Bencana Daerah;

c. peiayanan masyarakat di bidang Penanggulangan Bencana

Daerah;

d.pengoordinasiansatuanKerjaPerangkatDaerahiainnyadi
daerah,inst"nsivertikalyangadadidaerah,lembagausaha,
dan/atau---piir"r. lain ya-ng diperlukan pada tahap

prabencana dan Pascaben cana;

e. pengkomandoan pengarahan sumber daya manusia'

peraiatan]--ilgi"tif*' dai. satuan perangkat kerja lainnya,

instansi;.rt#; yangada didaerafi serta langkah - langkah

lain yan;- di;;il'a; dalam rangka penanganan darurat

bencana;

f.pelaksanaanpenallggulanganbencanasecaraterkoordinasi
danterintegrasidengan"satuankerjaperangkat..daerah
iainnya di ?,'""f', instansi vertikal yang ada didaerah

dengan 
*- 

*"*p"rilatikan kebijakan penyelengaraan

penanggulangan bencana serta ketentuan peraturan

ir"t "JI"g-t 
idt"gan yang berlaku; dan

g.pelaksanaantugaslain.yangdiberikanoiehatasansesuaia 
d"rg"t ketentuan Yang berlaku'

(3}Untukmelaksanakanfungsisebagaimanayangdimaksudpada
ayat {2\, Kepala Pelaksant *"*!t'nyai uraian tugas sebagai

berikut:
a.meiaksanakankegiatandanprogramkerjaPenanggulangan

Bencana Daerah secara terpadu' adil, dan merata;

b. menetapkan target kinerja 9ry P"laksanakan 
pelayanan

kepada 
.*"*y*'"t.*t 

dalam hal Penanggulangan Bencana

Daerah;

c.menggordinasikanSatuanKerjaPerangkatDaerah.|ainnya
dia.",*h,instansivertikaly*''sadadidaerah,lembaga
usaha, e;8 "' 

pihak lain yanf di perlukan pada tahap

pasca bencana;

d.mengarahkansumberdayamanusia,peralatan,"logistik
dari sati.r, p.r""gkat keria lainnya, instansi. vertikal yang

ada didaerah serta langkah-trangkah lain yang diperlukan

dalam rangka penanganan darurat bencana;

e. melaksanakan penanggulangan - bencana secara

terkord.inasi dan teriniJrgrasi dengan satuan 
. 
Kerja

r.ru.rrgt*f Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang

adadid.aerahdenganmemperhatikankebijakan
penyelenggaraan pt"**ggulangan bencana serta ketentuan

peratura-ffp""'d*g-undtngan yang berlaku;

f. mengotimalkan kinerja dan target dalam Penanggulangan

Bencana Daerah;



ob' melaksanakan pengelolaan,. anggaran

;iliist* aat* ra"n gka oPtimalisasikan

dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesual

Jl*g** Petujuk dan arahan'

menYurat, t rftt
hukum, organlsasl

Bagian KeemPat
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin Sekretaris mempunyai tugas

mengoordinasikan penyusunan progam dan tugas pelayanan

administrasi, kepagawaian' 
- keuangan' perlengkapan

ketatausahaan, perencanaan' eval* l,:: mengoordinasikan

pelaksanakan -tugas ifl:ff 
organisasi pada Badan

benaggulangan Bencana l]aeran'

UntukmelaksanakantugaspokoksebagaimanayarLgdimaksud
pada ayat 1r1, iet<reti'iu Badan Penanggulaogan Bencana

'*"rry.te. ggarakan fun gsi :

a. pengoordinasian pen1rusunan rencana program kerja dan

afiggatan;

b. pengelolaan urusan tata usaha' surat

i"rrJga au" perlengkaP.an/ perbekalan'

darihubungan masYarakat;

e. mengevaiuasi kinerja kesekretariatan

t"f"!**"ian, keuangan' ketatauhasaan'

umum;

dan Pembinaan
pelaksaan tugas;

(1)

(2\

c. pengelolaan administrasi kepagawalan;

d. pengelolaan administrasi keuangan;

e. pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Badan;

f. pengoordinasian penyelen ggata tugas satuan organisasi

Badan;

g. penyeienggaraan pusat datadan informasi kebecanaan; dan

h. pengoordinasian pembinaan' monitoring' evaluasl dan

pengawasan serta l*por*tt pelaksanaan tugas'

(31 untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
\"/ 

Bt, s.r.t.taris mempunyai uraian tugas :

a.merumuskan,merencariakanrencallakegiatanprogram
kerja dan anggararl Badan;

b.meiaksanakankegiatan-kesekretariatanmengacupada
program kerja yang sudah ditetapkan;

c. mengelola urusan tata usaha' surat menlrurat'

rumah tl'gg' Jt* p"tr*t'gL*p*"/perbekalan' hukum dan

hubungan masYarakat;

d. melaksanakan Pengelolaan
kePegawaian dan keuangan;

urusan administrasi

terkait PelaYanan
aset dan urusan



f. menjaga dan 
- 
memelihara sarana dan prasarana' aset

kekayaaan Badan;

membimbing staf dalam pelaksanaan kegiatan

kesekretart*t*t"'-^- r^a o4,.an ,pin t'erkait
memberi masukan dan saran kepada pemlrr

rugas-tugas kesekretariatan ;

melaporkan pelaksana kegiatanadan permasalahan

dibidang kesekretariatan;

memberikan penitaian terharlap kinerja staf; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan'

c,D'

h.

j.
k.

1.

Pasal 7

Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Program' Data dan Evaluasi;

2. Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan'

(1)

(2)

Paragraf 1

Sub Bagian Progra'i' D*t* dan Evaluasi

Pasal I

Kepala Sub Bagian Program'- fata dan Evaluasi mempunyai

tugas pokok p"riy^'"t.i.*" pengelolaan urusan lrrnLlm' rumah

tangga kantor, pengelola*"--,,9itt"ngkapan d'an perbekalan'

penyiapan pelakslnu'-^" koo'dinasi perencanaan' penln'tsunan

p"r"t "*raan Program dan anggaran'

Dalam melaksanakan tugas . 
sebagaima$a ):ang dimaksud pada

avat (1), x*pJ- s'.rU Eagian 
--f'og'**' -Data dan Evaluasi

*"t Y"t""ggarakan fungsi :

a. penyusunan program dan kegiatan di bidang Program' Data

dan Evaiuasi;

b. penyiapan bahan-bahan untuk penyusun operasional di

bidang p"f *ft*"^*" p""g"lolaan kesekretariatan;

c. penyiapaan data basis program untuk men5'.usut1 reficatla

["gi"d" di bidang umum dan perencanaan;

d. penyiapan bahan dan d'ata penlntsunan program dan

anggaran ;

e. penghimpunan data dari semua bidang sebagai bahan

pen)rusun";;;"t;; dan anggatan badan; dan

f. pembinaan, pengendaliaan montoring' evaluasi dan

PelaPoran Pelaksanakan tugas'



(3)Untukmelaksanakanfungsisebagaimanadimaksudpadaayat
(2), Kepala Sub Bagian p'ogt*' 

-dttt 
dan Evaluasi mempunyai

uraian tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan-bahan dan data basis program untuk

p.rryo".r,,*'*""t** kegiatan angqaran bulanan' triwulan

dan tahunan Sub Bagian'P'og'am' nata dan Evaluasi;

b. menyiapkan bahan-bahan dan data basis untuk

penyususanankonsepp"t,''i,t.teknisdibidangpelaksaan
penyusunan afiSgatan;

c. menghimPUo, mengklafikasikan dan mengolah data dan

bahan-bahan untuk penyusunan anggaran - serta

melakukan dokumentasi peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan p'ogram penanggulangan bencana

daerah;

d. rnenyiapakan bahan-bahan untuk pelaksanaan

pembakra*""**"alahpenyusunanperencanaananggara1f
(menYusun/ membuat renstra) ;

e. menyiapkan bahan-bahan dan 1?t" basis untuk

p"rry**r-r,,." kebijaksanaan operasional di bidang

petaXsanaln, pengg]adaan' perl"ttgk^p"tt dan perbekalan ;

f,menyiapkanbahan-bahandandatabasispelaksanaan
untuk p;;;;;an kebutuhan dan pengadaan sarana dan

prasarana;

g. menyiapkan pelayanan pemenuhan kebutuhan alat tulis

kantor p"J""ift"pan kantor dan alat tulis lainnya;

h.menyiapkanpelayananadministrasipelaksanaan
perjaianandinasdandatabasisuntukmenyusunrencana
kegiatan;

i. melakukan pengawasan melekat diiingkungan unit kerjanya

secara terus menerus, preventif maupun represif ,agar
tujuan pengelola"" qy9 Bagian Program' Data dan Evaluasi

t"r"upti seJatu' efektif dan efisien;

iaporan kepada Sekretaris mengenai tugas

telah selesai d.ilaksanakan; dan
j. menyampaikan

pekerjaan Yang

k. melakukan tugas
Sekretaris.

pekerjaan lainnya sesuai petunjuk

Paragral 2

Sub Bagian Umum dan KePegawaian

Pasal 9

(1) Kepala Sub Bagian U*yT dan Kepegawaian mempun5rai tugas

pokok p.rre";rd?1i* pelaksan"* i"'i"ana kebutuhan pegawai'

administrasi kepegawaran, organisasi, tatalaksana, anS.lisis

jabatandan*."-gt'i*pt"'ketentuanperundang-undangan
yang berkaitan Jttt!*tt bidang umum dan kepegawaian'



{2\ Untuk melaksan akantugas pokok sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1), K;;i" 5ub'Bagian Umum dan Kepegawaian'

menyelengarakan fungsi :

a. pengoiahan dan pemutakhiran data pegawai' perencanaan

kebutuhan p.g"*ui, pengemban'gan karier' peningkatan

kesejahte ruro,-dokumentasi, pemberian penghargaan dan

penyiaPan Purnakarya {Pensiun};

b.pembinaandanpen.gembangankariersertapeniiaianangka
i<redit bagi jabatan fungsionai;

c. penghimpun bahan penataan organisasi' tatalaksana dan

an6.lisis jabatan;

d. penyiapan pelayanan pemenuhan kebutuhan kantor untuk

Leperluaan Pelaksanakan tugas;

e. penyiapan peiayananan administrasi surat menyurat;

f. penyimpanar:, penataan dan pemeliharaan arsip serta

L""vi"p"f.an proses penyllsunan arsip dan dukumen;

g. penghimpunan ketentuan perundang-undangan dan
o. 

|toi'.rt hukum di bidang kepegawaian;

h. penganalisasi d"an mengkaji ketentuan perundang-

Lt al*g.n di bidang kepegawaian; dan

i. pembinaan, pengendalian, monitoring' evaluasi dan

pelaporan Pelaksanaan tugas'

untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada

ayat {2), X*p"i" Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

,ri"*prryai uiaian tugas sebagai berikut :

a.menyiapkanbahan.bahandandatabasisprogramuntuk
pen)rusunan rencana kegiatan angaran dan bulanan'

triwulan dan tahunan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

b. menyiapkan bahan-bahan dan data basis untuk
pel{rusunankonsep-konseppetunjukteknisoperasionaldi
bidang pelaksanaan pengeiolaan dan pembinaan

kepegawaian;

C.memberipetunjukupayapenyelesaianmasalah-masalah
ad"ministrasi kePegawaian ;

d.menyiapkanbahan-bahansaranaperlengkapan,jadwai
tugas l*gt dan petugas keamanan kantor termasuk

p"Ity*r*n pengamanan pengambilan uang dari bank;

e. menyiapkan pelayanan penerimaan tamu;

f. menyiapkan bahan-bahan sarana perlengkapan dan

fasititas lainnya untuk upacara*upacara dan pertemuan;

g. menyiapkan' pelayanan operasional' perbaikan - dana 
p"*L1ih*ru,*rt ged,ung, peralatan kantor' dan kendaraan

dinas termasuk pengurusan surat-surat kendaraan dinas;

h. melakukan invetarisisasi bxang- barang kekayaan negara;

i. melakukan pemantauan arsip-arsip aktif dan inaktif;

(3)



j. melakukan penyimpa \un' penatausahaan dan

pemeliharu'* *[ip]ti*ip i""rttif meliputi penerimaan dan

ditribusi surat-surat masuk' pemberian nomor surat'

pengagenaaan, fitt *t"*t-**iat dan dokumentasi' telePoo'

telek dan iat simii" serta---menyimpan dan penyaluran

perlengkaPan Perbekalan Program;

k. memberikan bimbingan teknis kepada semua pihak yang

terkait, dan- melakukan pr"ii"ii.'prestasi , 
kerja para staf

yang di bawaht*" "** 
kinerja mereka meningkat;

1. mengidentifiksasikaa antara pegawai yang menjabat

jabatan f.,"g;io"'t dengan jabatan struktural;

m. menyiapkan bahan' analisa' evaluasi dan penetapan angka
"' 

i.t.dtt tagi pejabat fungsional;

rt.melakukanpemantauandantelaahanmasalah-masalah
dalam meiaksanakan peneiaahan. 

, fukum' 
dalam

perundang-undanga"' o'g*Ii*asi dan ketatalaksanaan dan

rnelakuk"" ;;;;;;"dlt t"i*" masalah-masalah l:YT
yang berkaitan- dengan kepegawaian dan organlsasl

ketatalaksanaan;

o.melakukanpemantauandantelaahand,alammasalah-
masaiah dJam pet*t<""tturr pengolahan pembinaan

kepagawai" 
-""tt* '**t*po'ttat' frasit pemantauan dan

telaahan ttt*U"t dalam format yang berlaku;

p.melakukanpengawasanmelekatdilingkunganunitkerjanya
secara terus menerus' p'"f"'tli' i"rtEnsirlg* "'1T"1 :'b
bagian umum dan kepagawaian tercapai secara efektif dan

efisien;

q. mengatur dan mengidentifikasi dalam pengusulan

Pendistribusian Pegawau

r.menyiapkanbahan-bahanuntukpelaksanaanpembahasan
masalah hukum, pengelolaan organisasi tu'
ketatalaksanaan dan melikukan upaya - penyei'esaian

masalah*;;1"h hukum yang - berkaitan dengan

iilp* g"*"ian dan organisasi ketatalaksanaan ;

s. melaksanakan urusan penigkatan Sumber Daya Manusia

(sDM);

t. melakukan pelayanan ketatausahaan pegawai dan

menyiapk*,,o'r,*-bahanuntukusulanmutasipegawai,
peningkatan tcese3ahteraan pegawai dan disiplin pegawai;

u. menyiapkan bahan-bahan untuk dan data basis

pelaksanaanuntukpengusulanpenyelenggaraan
pendidikai, pelatiftan dan pem6erian penghargaan pegawai;

v. menyiapkan bahan-bahan dan data basis untuk

p.rryo*t t* kebijaksa"""" operasional di bidang

petatcsanaan adarn-inistrasi kepegawaian, pelaksanaan

pengadaa,, perlengkapan aanperbekalan meliputi :

pengolah"" aL pe;uiatriran data pegawai' perencanaari

kebutuhan pegawalan' pengembangan karier peningkatan

kesejahtei"i"i dokumentafi' pemberian penghargaan'

P.rrYi"Pr-tt Purnakarya (Pensiun) ;



w.

x.

menyapaikan laporan -t"piti Sekretaris

;;k;tr;"" yang titan seiesai dilaksanakan;

melaksanakan tugas pekerjaan lainnya

Sekretaris.

mengenai tugas
dan

sesuai Petunjuk

(1) KePala Sub
pengelolaan,
pembukuan,
bendahara\I/an

(2'l Untuk meiaksanakan, 
pada aYat (1), KePala

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal L0

Bagian Keuangan mempunyai tugas q."k"}
oensendaliaan, keuangan, analisis' realisasi'
""'^;;;i"i"t*'=i keuangan' Peffibinaan
dan pelaporan pelaksan aarr anggar afi '

fungsi :

a. penghimpunan bahan dan data pengelolaan keuangan;

b. peiaksanaan pengelolaan dan pengendalian keuangan;

c. penghimpunan petunjuk teknis di bidang pelaksanaaarl

anggaran, pembukuan, pembendaharaan' dan verifikasi;

d. penghimptlrlan, pengklarifikasian serta mengolah data dan

bahan analisis pelaksanaan anggaran' pembukuan'

P"*U."a atraraarr dan verifikasi;

e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas

bendaharawan; dan

f. pembinaan, monitoring' evaluasi dan pelaporan

Pelaksanaan tugas'

(3)Untukmelaksanakanfungsisebagaimanadimaksudpadaayat
t2l Kepaia SrI--g"Si"" k*u"'g*" mempunyai uraian tugas

sebagai berikut :

tugas pokok sebagaimana yang dimaksud

sliu r"gian KeuJngan, menyelengarakan

penJrusunan reficana
kegiatan Sub Bagiana. menYiaPkan bahan-bahan untuk

bulanan, triwulan dan tahunan
Keuangan;

b. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan petunjuk

tei<nis"aibidangpelaksanaanpen}nrsunananggaran,
analisis penyusunan anggaran' analrsis pelaksanaan

an ggaran, p"ti.u"rt"*", p"'6Jttd'aharaan dan verifikasi ;

c. menyiapakan bahan-bahan untrrk perqrusunan kebijakan

op".L*io"al di bidang pelaksanaan penyusllnan anggararr'

analisis peiaksanaan anggaran, Pemb,kuan'
perbendaharaan dan verfikasi;

d.menghimpundanmengklasifikasisertamengoiahdatadan
bakra:n*bahan untuk penJrusunan anggaran,

pembukuan, dan Pembendaharaan ;

e. menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan penyusunan

ar ggarani



f. rnenyiapkan bahan untuk usulan pengelola barang dan

anggaran, ".t[--[tmbentukan 
panitia pengadaan barang

ob'

h.

1.

J.

k.

1.

dan jasa;

menghimPUff, mengklafikasi
anggaran;

melakukan Pemantauan
pelaksanaan anggaran;

dan melakukan telaahan

masalah-masalah dalam

dan menYelesaikan
peiaksanaan tugas

m.

melakukan indentilikasi, analisis
masalah Yang di hadaPi dalam

penyelesaiaanYa;

menyiapkan pertemuan dalam rangka pelaksanaan

anggaran;

menyiapkan pelayanan pembayaran gaji' lembur dan

penghasilan lainnYa;

mengembangkan kegiatan-kegiatan lainya yang berkaitan

dengan tugas pekerjaan yang.menjadi tanggungiawab dan

menyelesaikan *"""f"fi.-*"*t"f' yang di hadapi dalam

pelaksanaan tugas Pekerjaannya;

melakukanpefigawasanmelekatd.ilingkunganunitkerja
,;A Jitimpin i""art terus menerus' preventif maupun

represif agat,"J;; pengelolaan keuangan dapat tercapai

selara efektif dan e{isien;

memberikan bimbingan teknis kepada piha,k terkait dan

melakuk*r, p.rr-^iluiari ptt"t*si kerja parl staf yang yang di

bawahnya agar kinerjanya semakin meningkat;

menyampaikanlaporankepadaSekretarismengenaitugas
pekerjaan yangtelah selesai dilaksanakanya; dan

meiaksanakan tugas pekerjaan lainya sesuai dengan

petunjuk Sekretaris.

n.

o.

p.

{1)

(21

Bagian Keiima
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 1 1

Kepata Bidang Pencegahan dan Kesiapsia gaafi mempunyai

t"g; pokoi membantu Kepala f9|ai<sana dalam

*J"goor.iinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang

;;;;;"i"", mitigasi .dan kesiapsiaagaan pada prabencana
'serta ialam bidan[ kegiatan pemberdayaan masyarakat'

Untukmelaksanakantugaspokoksebagaimafiayarlg.dimaksud
;ada ayat (1), r*p"i" dia""g Pencegahan dan Kesiapsiagaan

menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan program kerja dan kegiatan pada bidang

pencegah an dan kesiaPsiagaan;

b.penyiapanbahanperumusankebijakanteknisbidang
pencegahan dan kesiaPsiagaan;



c. pelaksanaan kordinasi dengan instansi atau lembaga yang

terkait datam peiaksanain pencegahan, mitigasi dan

kesiaPsia gaar. Pada Prabencana;

d. pemberian pelayanan administrasi bidang pencegahan dan

kesiaPsiagaan;

e. pengevaiuasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas

dibidang pencegahut' da.n kesiapsiagaan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai

d"t g.t, ketentuan dan arahan'

(3)Untukmelaksanakanfungsisebagaimanayangdimaksudpada
ayat l2l, .ri*p"f" Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

mempunyai uraian tugas :

a" menlrusun perencanaan program kerja pada bidang

Pencegahan kesiaPsiagaan ;

b. merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan

f."*lrp*i*g""" p*a' prabencana serta pemberayaan

masYarakat;

c. melaksanakan kord.inasi hubungan kerja deng11 instansi

atau ,"*f,;;; lerf."it dalam pJncegahan, minitigasi dan

L"*iap"iag*in pada prabencana serta pemberdayaarr

masyaraklt dalam upaya pencegahan bencana;

d. melaksanakan analisis, pen1rusunan' penetapan dan

pengiformasian peta '*-utt 
bencan dan pemgembangan

prusedur Penagulangan bencana;

e. melakukan upaya peningkatan -kapasitas 
masyarakat

dikawasan rawan bencana rri"t*trri gladi lapangan, simulasi,

wajib f"tif, J"" sosilisasi p"t""gg'langan bencana dan

Penanganan kebakaran;

f. melakukan upaya peningkatan peran serta dan

ke siapsi[."" *""yaraliat dalam penagar] an kebakaran ;

g. memberikan pelayanan pemadam kebakaran;

h.melaksanakankoordinasidalamupayapenguranganresiko
bencana;

melakukanpemantauan,evaluasi'analisisdanpelaporan
tentang p.t*t "r-t*",t 

kebijakan di bidang pencegahan'

mintigasi dan kesiaPsiagaan;

menerimad,anmenilaikinerjastafterkaittugas.tugasyang
diberikan; dan

pelaksanaan tugas lain 
. 
yang diberikan atasan sesuai

d"rg.., ketentuan dan arahan'

Pasal 12

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan' membawakan :

1. Seksi Pencegahan; dan

2. Seksi KesiaPsiagaan'

IJ.

k.



t1)

{2t

Paragraf 1

Seksi Pencegahan

Pasal 13

Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok memantau

dan menyiapk"r, ["t"-data d*., bahan berkaitan dengan

sumber bahaya dan ancaman bencana'

untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud

pada ayat {U, KeA'" stt"i Pencegihan menyelengarakan

fungsi:

a. perencanaan program kerja dan kegiatan pada Seksi

Pencegahan;

b.penyiapanbahanperumusankebijakantekniskebijakan
iet nis bidang pencegahan bencana;

C.pelaksanaankoordinasidenganinstansiatauterkaitdalam
pelaksanaan Pencegahan bencana;

d. penyiapan data dan bahan terkait pencegahan bencana;

e. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber

daya alam dan penggunaan teknologi terkait dengan

pencegahan bencana;

f.pengevaluasidarrpenJrusunanlaporanpelaksanaarrtugas
bada seksi Pencegahan; dan

g. pelaksanaan tugas lain 
" 
yang diberikan atasan sesuai

d"t gm ketentuan dan arahan;

Untukmelaksanakanfungsisebagaimanayangdimaksudpada
iir-pf, Kepala Seksi Peniegahan mempunyai uraian tugas:

a.. menyusun perencanaan program kerja pada seksi

pencegahan;

b. merumuskan kebijakan dibidang pencegahan bencana;

c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan.instansi

atau temnaga i** terkait dalam pencegahan prabencana

serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan

bencana;

d.menyiapkanbahandandatasertamelaksanakananalisis,
pen]'r.rsun an,penetapan 9*t pengimformasian peta rawan

bencana al" pengembangan prusedur penaggulangan

bencana;

e. melaksanakan koordinasi dalam upaya pengurangan resiko

bencana;

f.melakukanpemantauan,evaluasidanpelaporantentang
p"i*t 

""ttakan 
di bidang pencegahan pada prabencana;

g. membina dan menilai kinerja sta-f terkait tugas-tugas yang

diberikan; dan

h.melaksanakantugaslainyangdiberikanatasansesuai
dengan bidang tugasnYa'

(3)



Paragraf 2
Seksi KesiaPsiagaan

Pasal 14

(1) Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan d*t' data dalam rangka pemberian

dukungan teknis peringatan dini terhadap bencana,

p".ry,.rtlhan, peiatihan d.an gladi tentang mekanisme tanggap

darurat serta' pemutakhiran- prosedur tetap tanggap darurat

bencana d,an pemberd'ayaan peran serta masyarakat dalam

kesiapsia gaari menghadapi bencana dan penanganan

kebakaran.

Untuk melaksanakan
pada ayat (1), KePala
fungsi:

12)
tugas pokok sebagaimana dimaksud
Setli Kesiapsiagaan menyelenggarakan

a. perencanaan program keda dan kegiatan pada Seksr

KesiaPsiagaan;

b.penyiapanbahanperumusankebijakanteknisdibidang- 
L.*iu.p*ig^*tt menghadapi bencana dan penanganan

kebakaran;

c.pelaksanaankoordinasidenganinstansiataulembaga
terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana;

d.pelaksanaanpenyuluhan,sosialisasi,pelatihandangladi
tentang melianisme tanggap darurat bencana dan

penanganan kebakaran;

e.pengevaluasid'anpenyusunanlaporanpelaksanaantugas
irada seksi kesiaPsiagaan; d'an

f.pelaksanaantugaslainyangdiberikanatasansesuai
d"ttg*tt ketentuan dan arahan'

(3) untuk meiaksanakan fungsi sebagaimu"" {11F..9.^ffIO' ' pr.d* ayat (2\, Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyal uralan

tugas :

a. menlru.sun perencanaan program kerja pada seksi

kesiaPsiagaan;

kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada

dan Penanganan kebakaran serta

masyarakat;

c.menyiapkanbahandandataanalisisdalamrangka
p"*t".ir.*r, dukungan teknis peringatan dini terhadap

bencana;

d. mengoordinasikan pelaksanakan pengujian sistem

peringatan dini terhadaP bencana;

e. melaksanakan koord.inasi hubungan kerja dengan instansi

ataulembagaterkaitdalamkesiapsiagaanpadaprabencan
serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan

bencana;

f. melakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat

dikawasan rawan bencana melalui gladi lapang, simulasi,

wajib latih dan sosialisasi penggulanganan bencana dan

penagganan kebakaran;

b. merumuskan
prabencana
pemberdayaar,



h.

i.

ob'

j.

k.

melakukan upaya peningkatan peran serta dan

kesiapsia gaar- ***y*tukat daiam penan ganan kebak ar an7;

memberikan PelaYanan kebakaran;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang--t 
"Ui3*t 

r.n' di bidang kesiapsigaan padamelakukan
pelaksanaan
prabencana;

membinadanmenilaikinerjastafterkaittugas-tugasyang
di berikan; dan

melaksanakantugaslainyangdiberikanatasansesuai
dengan bidang tugasnYa;

ti)

t2l

Bagian Keenam
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 15

KepalaBidangKedaruratandanLogistikmempunyaitugas
pokok membarrtti [;p.1" pelaksana dilam mengkoordinasikan

dan melak*ur*t"r, tcebi3at<an penanggulangan bencana pada

.""t t""ggap darurat dan dukungan logistik'

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud

pada ayat (ft,--?epafa Eia"ng Ked.aruratan dan Logistik

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan -teknis
penanggulangan bencana pada ultt l*SS*p darurat

bencana serta penangan"t pittg"ngsi dan logistik;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan tanggap darurat

penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

c. pengkomandoan dalam pelaksanaan penanggulangan

ben"*na Pada saat tanggaP darurat;

d. penyelen ggaLraam analisis kebutuhan' pemantauan'

berrgelotaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

penanggulangan bencana;

e.pemarrtauan,evaluasidanpelaporantentangpelaksanaan
kebijakantangapdarurat,p*ttu't'gu"t'andukunganlogistik;
dan

f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan sesuai

dengan bidang tugasnYa'

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana.{i maksud patillT
Dt,-x*p"r" Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyal uralan

tugas :

a, merumuskan kebijakan teknis penaggulangan bencana

pada saa! tanggap.- darurat bencana serta penanganan

pengungsi dan logistik;

b. melaksanakan program kerja bidang kedaruratan dan

logistik;

c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan

ataulembagaterkaitpadasaattanggap
penangan*r, i"*gungsi dan dukungan logistik;

(3)

instansi
darurat,



f.

rnelakukan analisis kebutuhan, pemantauan' pengelolaan

dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan

bencana;

melakukan pemantauan, evaluasi dan anaiisis tentang

kebutuhan dasar logistik dan peralatan dalam

penanggulangan bencana;

menginventarisasi data dan informasi terkait tugas-tugas

Bidang Kedaruratan dan Logistik;

melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai

dengan petunjuk dan arahan'

Pasal 16

Bidang Ked^aruratan dan Logistik, membawahkan:

1. Seksi Kedaruratan; dan

2. Seksi Logistik.

Paragraf 1

Seksi Kedaruratan

Pasal 17

KepalaSeksiKedaruratanmempunyaitugaspokokpenyiapan
;;;;; bahan dan sumber daya dalam rnenetukan status

keadaan darurat bencana, penyiapan langkah-langkah

penyelematan dan evaiuasi penanggulangan bencana'

untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

paaa ayat {1}, Kepala Set<si f{edaruratan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

p.rrlt gg"langan bencana pada saat tanggap darurat

bencana;

b. pengkoordinasian dalam pelaksanaan tanggap darurat

bencana;

c. pengomandoan dalam pelaksanaan penanggulangan

t.tf"tu darurat pada saat tanggap darurat;

d. ketentuan status keadaan darurat bencana; dan

e. pelaksanaan tugas iain yang di berikan atasan sesuai

dengan bidang tugasnYa'

untuk melaksanakan fungsi sebagaiman yang dimaksud pada

$ii 1ay Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai uraian tugas :

a. merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana

pada saat tanggaP darurat bencana;

b.melaksanakanprogramkeqapadaseksikedaruratan;
c. melaksanakan koord.inasi. hubungan kerja dengan instansi

terkait pada saat tanggap darurat bencana;

d.

e.

6
b'

(1)

(2|

(3)



menentllkan analisis dan penyiapan .data-data 
dalam

menentukan status dan keadaan darurat bencana;

melakukan langkah-langkah penyelem atarr- dan evakuasi

dalam p"rr**ggr-t*"g"" 6*""ana pada saat tanggap darurat

bencana;

melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi

atau lembaga t"ri.*it pada saat tanggap darurat bencana;

melakukan analisis kebutuhan sumber daya pada saat

tanggaP darurat bencana;

melaksanakantugastainyangdiberikanpemimpinsesual
dengan bidang tugasnYa'

Paragta{ 2
Seksi Logistik

Pasal 18

{1) Kepala Seksi Logistik mempunyai tuga:--,pokok melakukan

penyiapan terkaiidengan p"*g*d^*n' penyiapan' pemenulran

i*r. Oitttibusi logistik dan peralatannya'

(2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1), Kepala seksi ;;i*;ik *eriyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknisdalam

p"rryiu.p"" duttungan iogistik dan peral atanny a;

b. penyiapan data-data d'an analisis dalam melakukan

pengadaan, penyiap*"' p"*"nuhan dan distribusi logistik;

c. penyelen ggaraan analisis kebutuhan' pemantauall'

pengeloiJJndanpemeliharaansaranadanprasarana
Penanggulangan bencana;

d. penyelenggaraan.. analisis kebutuhan' pemantauan ' 
dan

distribusi logistik unrut memenuhi kebutuhan dasar

seperti sandang, pangan dan papan serta logistik lainnya

dan PeralatannYa; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan sesual

dengan bidang tugasnYa'

(3}Untukmelaksanakanfungsisebagaimanayangdimaksudpada
ayat (2\,K";;;ilrtti r"alturatan rnempunyai uraian tugas :

a. merumuskan kebijakan teknis dalam penyiapan dukungan

logistik dan PeralatannYa;

b. melaksanakan program kerja pada seksi logistik;

c. melakukan pengadaan da*fatau penerima"i ]':-g'*ik 
dan

perdistiibnisian 
-dan';;;g;ng-kutan loglstik untuk

memenuhikebutuhandasarterdiridarisandang,pangan
a"r, p*fr" -ltt" f"gistik lainnya dan peralatanya;

d.meiaksanakankoordinasidanhubungankerjadengan
instansi atau lembaga i"ir."it dalam dalam hal dukungall

logistik, sarana dan Prasarana;

d.

e.

oD'

h.



e.

f.

melakukan analisa dan penyiapan data-data untuk analisis

kebutuhan penyaiuran distribusi logistik; dan

melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai

dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Rehabiiitasi dan Rekontruksi

(1)

Pasal 19

KepaiaBidangRehabilitasdanRekonstruksimempunyaitugas
membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan

melaksanakanr..ui:"r.""dibidangrehabilitas{anrekontruksi
padawilayahpascabencanadid.asarkananalisiskerusakan
dan kerugian akibat bencana'

Untukmelaksanakantugaspokoksebagimaaayanqdimaksud
pada ayat (1), KA;" d;atttg Rehabilitas dan Rekronstruksi

menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan program kerja pada Bidang Rehabilitasi dan

rekonstruksi;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang

i"f,tUiiit"si dan rekontruksi pasca bencana;

c. pelaksanaan perencanaan dan pengoordinasian
'program]pemuthln perbaikan dan dengan sarana utama

normalis.ri *t*., berjalannya secara wajl semua aspek

p"*"ri"tahan dan peiayanar: publik pasca bencana dangan

melibatkan peran serta masyarakat;

d'pemberianlayananadministrasibidangrehabilitasidan
rekontruksi;

e. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas

tia*t g rehabilitasi dan rekontruksi; dan

f. pelaksanakan tugas 1"11. yang di berikan oleh atasan

i"t g*ut g sesuai dengan bidang tugasnya'

(3) untuk melaksanakan f:lg"i '*:fff- ITs *":?5:*
;i#},Ii'iii- r."o"r" BiJang Re{abilitasi dan Rekontruksi

(2)

mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan Program kerja
rekontruksi sesuai dengan

bidang rehabilitasi dan
ketentuan lembaga Yang

berlaku; 
musan kebijakan teknis bidangb, menYiaPkan bahan dan Peru:

rehabilita" ar, rekontrdksi penanggulangan bencana pada

pasca bencana;

c.melaksanakankoord'inasihubungankerjadenganinstansi
atau t"*naga t.rt *it dalam hal pelaksanaan rehabilitas dan

rekonstruksi Pasca bencana;

d.melakukanrehabilitasimelaluikegiatanperbaikan
lingkungan daerah bencana' perbaikan .prasarana 

dan

sarana ,**r*, pemulihan sosial psikologi, pelayanan

kesehatan, ,"r.o"liliasi dan resolusi konflik, pemulihan

sosial, "i.orro*i 

- 
J"" budaya serta pemulihan fungsi

p.*"ti"tahan dan pelayanan publik;



e. melakukan rekonstruksi wilayah bencana memulai kegiatan

pembangunan kembali p'i'"''t*"u' dan sarana sosial

masyarakat, peningkatan kondisi sosial' ekonomi dan

budaya, peningU6n fungsi' pelayanan , publik 
^j:1t11

p*iti*ip""i dan- peran serta lembaga dan organlsasl

i..*uuy*rakatan dutt pttut' serta masyarakat;

f. melakukan Pemantauan, evaluasi
pelaksanakan kebijakan di bidang
pada Pasca bencana; dan

tugas lain Yang diberikan
tugas.

dan pelaPoran tentang
penanggulagan bencana

pimpinan sesllalg. melaksanakan
dengan bidang

Pasal 20

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi' membawahkan

1. Seksi Rehabilitasi, dan

2. Seksi Rekonstruksi

(1)

(21

Paragraf 1

Seksi Rehabilitasi

Pasal 2 1

Kepala Seksi Rehabilitas mempunyai -t]lgas. 
pokok melakukan

rehabilita"i*"*p*vaikegiatanperbaikan.lingkungandaerah
t"rr""rra, perbaikan daerah prasarana dan sarana urnllm'

p-*"f ifr""' .o*iri- f"if.oi"gi, - 
p.i*y*ttttt 

- 
kesehatan, rekonsiliasi

dan resotusi iconn'if., p"ti"lihan- sosial, ekonomi dan budaya

serta pemuliha"-i;#*i pemeritahan dan pelayanan publik'

untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud

pada ayat trt, ?"prr" iet *i Rehahilitasi menyelenggarakan

fungsi :

a. perencanaan Program kerja pada Seksi Rehabilitasi;

b.penyiapanbahanperl'lmusankebijakanteknisrehabilitasi
pasca bencana;

c. peiaksanaan perencanaan dan pengoordinasian

irogramlp*mufif'"n perbaikan dan dengan sasaran utama

normalis#-;;;" berjaiannya secara wajar semua 
- 
aspek

pemerint"t *r, dan peiay''tt*t' publik pasca bencana dengan

melibatkan peran serta masyarakat;

d.pelaksanaanevaluasidanmonitoringpelaksanaantugas
Lia^rrg rehabilitas pasca bencana; dan

e. peiaksanaan tugas lai1 yarig di berikan oleh atasan

i*rrg*.r.tg sesuai dengan bidang tugasnya'

(3)Melaksanakanfungsisgbaslimanayangdimaksaudpadaayat\-' 
121, f.p*la Seksi nJiraUititasi mempunyai uraian tugas :

a.melaksanakanprogramkerjaSeksiRehabilitasisesuai
dengan ketentrran Yang berlaku;



menyiapkanbahanperumusankebijakanteknisbidang
,"rrrtidtrsi penanggri."g*t' bencana pada pasca bencana;

melaksanakan koordinasi hubungan keyia. instansi atau

atau lembaga yang terkait dalam hal pelaksanaan

rehabilitas dan Pasca bencana;

melakukanrehabilitasimelaluikegiatanperbaikan
ii;;k"G;" daerah bencana, perbaikal .pt3*"rana dan

saranaltmum,pemulihansosialpsikologi'peiayanan
kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan

sosial, ekonomi dan budaya serta pemulihan fungsi

t.*"iit tahan dan peiayanan publik;

melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang

;;;ij;il; diuidang penangguiangan bencana pada pasca

bencana; dan

melaksanakantugaslainyangdiberikanpimpinansebagai
bidang tugasnYa.

Paragtaf 2
Seksi Rekonstruksi

Pasal22

Kepala Seksi Rekonstruksi mempuryr{ Fg?" pokok melakukan

rekontruksi wilayah bencana melalui kegiatan pembangulan

kembali pr*="rJ.r" dan sarana, sarana sosial masyarakat'

;;;gk"i*r, t ot iisi sosial, ekonomi dan budaya peningkatan

fungsi pelayanan publik serta partisipasi dan peran serta

lembaga dan orgu;i*"*i kemasyarakatan dan peran serta

masyarakat.

untuk meraksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (fl, f<"p"ia Setsi Rekonstruksi menyelenggarakan

fungsi :

a. perencanaan program ketja pad,a seksi rekonstruksi;

b. penYiaPan bahan Perumusan
pasca bencana;

c. pengoordinasiaan dalam
rekonstruksi Pasca bencana;

d.pelaksanaanevaluasidanmonitoringpelaksanaantugas
bidang rekosntruksi pasca bencana; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan

i*rrg*rlt g sesuai dengan bidang tugasnya'

(3}Untukmelaksanakanfungsisebagaimanayangdimaksudpada
ayat {2\, fepata Seksi Rekonstruksi mempunyai uraian tugas :

^.melaksanakanprogramkerjaseksirekonstruksisesuaiketentuan Yang berlaku;

b.menyiapkanbahanperumusanmasalahteknisdibidang
rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca

bencana;

b.

c.

d.

e.

f.

(1)

{2\

kebijakan teknis rekonstruksi

pelaksanakan Program



C.

d"

f.

melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi
atau lembaga terkait dalam hal pelaksanaan rekonstruksi
pada pasca bencana;

melakukan rekonstruksi wilayah bencana melalui kegiatan
pembangunan kembali prasafana dan sarana, sarana sosial
masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan
budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik serta
partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi
kemasyarakatan dan peran serta masyarakat;

meiakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan dibidang rekonstruksi pada pasca
bencana; dan

meiaksan akan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai
dengan bidang tugas.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga
dalam jenjang Jabatan Fungsinal yang terbagi dalam beberapa
kelompok sesuai dengan bidang keahlianya;

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang di maksud
pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior

V*g di tunjuk dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan;

Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada
ayat {21, ditentukan berdasarkan kebutuhaa dan beban kerja;
dan

Jenis Jabatan Fungsionai sebagimana yang di maksud pada

ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan perafi-lran
perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasai 24

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala
pelaksana, sekretaris, Kepala Bidang, Kepala sub Bagian dan
Kepala seksi serta pemegang Jabatan Fungsional . 

wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan
sinkronisasi secara vertikal secara horisontal baik dalam
lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing.

setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi
petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasanya
masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada

waktunya.

e.

(1)

{2)

(3)

(4)

(1)

(21



(3)

{4}

Setiap pimpinan Satuan organisasi di lingkungan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing,
serta mengumpulkan laporan tepat waktu;

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi
dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berasal
dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunall laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan
petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal,t$ -h - 7ol$

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, ,5-d- ?etb

DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS
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